
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.86, 2018 KEMEN-UMKM. KSPPS. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 

SYARIAH OLEH KOPERASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
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Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi 

masyarakat untuk melaksanakan usaha produktif, perlu 

dilakukan pengembangan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah yang profesional dan berdaya saing; 

 b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan 

usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 

koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi perlu dilakukan 

penyempurnaan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4459); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5255); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5394); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian 

dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3540); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3591);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang 

Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4667); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 

12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 339); 

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 106); 
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15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1489); 

16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan 

pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1490); 

17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257); 

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1496); 

19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang 

Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1918); 

20. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-

754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA 

SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH 

KOPERASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian.  

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang 

selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang 

kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai 

prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf. 

3. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi 

yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit 

usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, 

pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, 

termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf 

sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang 

bersangkutan. 

4. KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang seorang. 

5. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP 

adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya 

hanya usaha simpan pinjam. 
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